
A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik bebrapa kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada Bab I yaitu 

bahwa maksud pembentukan undang-undang membuat KUHAP (UU No. 8 Tahun 

1981) adalah untuk memisahkan penyidikan yang hanya diperuntukan bagi 

Kepolisian dan penuntutan bagi Kejaksaan. Hal tersebut berarti bahwa terhadap 

tindak pidana korupsi, hams dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106-136 

KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1-5 KUHAP, yaitu pejabat polisi 

negara, juncti s Pasal 4-13 dan Bab XIV yang dimulai dari Pasal 102-136. Sedangkan 

penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137-144 KUHAP oleh pejabat 

yang diberi wewenang sebagai penuntut umum (Pasal l angka 6 dan 7 KUHAP), 

ya itu jaksa. Pemisahan tersebut dengan tegas diatur dalam KUHAP Pasal 284 ayat (2) 

hanya bersifat transisi. 

Selama KUHAP berlaku Kepoli sian telah menyidik kasus-kasus korupsi yang 

jauh lebih mudah, tentunya, dibandingkan dengan pengungkapan kasus terorisme 

yang sekarang dijalankan oleh poli si sebagai penyidik. Artinya, polisi sanggup dan 

tidak benaranggapan Kejaksaan bahwa polisi belum siap untuk menyidik kasus 

korupsi yang katanya "ruwet". Dengan dasar tersebut, KUHAP sudah berada pada 
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dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu Kepolisian sebagai penyidik 

dan Kejaksaan sebagai penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan 

membuktikan dakwaannya di Pengadilan. 

Tentunya pemisahan tersebut menyiratkan suatu fungsi pengawasan anatara 

insatansi yang harus berjalan demi mencapai tujuan keadilan materiil yang sebenar­

benarnya. Pengawasan tersebut telah dikacaukan oleh bunyi Pasal 284 (2) KUHAP, 

yang walaupun bersifat sementara, temyata tetap dipertahankan oleh Kejaksaan, 

menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang di waktu itu. Karen itu Pasal 

284 KUHAP yang hanya bersifat sementara sudah seharusnya dicabut/dinyatakan 

tidak berlaku oleh pemerintah sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang 

ketika itu. Kontrol hakim terhadap jaksa selaku penuntut umum harus diperluas 

dengankewenangan memeriksa apakah dakwaan yang dimajukan telah memenuhi 

unsur atau tidak. 

Dengan demikian, sudah tiba waktunya berdasarkan fakta dan praktik yang 

ada di lapangan, seharusnya mengembalikan penyidikan hanya kepada polisi dan 

jaksa tidak lagi melakukan penyidikan untuk perkara pidana apapun. Hal ini 

dikarenakan "satu atap" justru makin memarakkan terjadinya bukan saja korupsi 

tetapi juga praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme. 

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa lembaga praperadilan dalam batasan­

batasan tertentu dapat dianggap sebagai lembaga yang mengawasi tindakan jaksa, 

tetapi hanya terbatas dalam hal penangkapan, penahanan tidak sah yang dilakukan 

oleh penyidik jaksa dan penghentian penuntutan oleh jaksa selaku penuntut umum. 
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oleh penyidik jaksa dan penghentian penuntutan oleh jaksa selaku penuntut umum. 

Namun, praperadilan tidak menjamin hak-hak tersangka dalam mempeijuangkan 

keadilan dan tidak merupakan pengawasan terhadap jaksa selaku penyidik dan 

penuntut umum di dalam melakukan tindakan pro-justitia dalam perkara-perkara 

korupsi. 

Juga perlu dikemukakan bahwa apa yang diatur dalam KUHAP mengenat 

pemisahan kekuasaan penyidikan dan penuntutan, harus dipertahankan sesuai dengan 

kehendak pembuat undang-undang. Oleh karen itu, seluruh perundang-undangan 

yang terkait, misalnya UU Kejaksaan, UU Kepolisian, dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 

1983 yang bertentangan dengan KUHAP harus dihapus. 

Dan pada akhimya tentang cara melakukan pengawasan Jaksa selaku penuntut 

umum dal am upaya mencapai tujuan memberantas korupsi di Indonesia dapat 

dikemukakan bahwa: salah satu cara utama adalah mengaplikasikan segregation of 

duty (pemisahan tugas) sebagaimana telah ditetapkan dalam konsep dasar KUHAP. 

Ini berarti menghapuskan prinsip satu atap, sehingga perlu dipisahkan kekuasaan 

penyidikan dari Kejaksaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan yang 

cenderung menumbuh suburkan korupsi. 

Selain segregation of duty, perlu juga adanya pengaturan ancaman pidana 

yang seberat-beratnya terhadap abuse of power yang dilaknkan naik oleh penyidik 

maupun penuntut. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam usaha mencegah subur 

berkembangnya korupsi adalah juga perlu adanya akomodasi dalam KUHAP 

terhadap laporan yang bersal dari tersangka yang menjadi korban dari 
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penyalahgunaan kekuasaan melalui putusan pengadilan yang cepat (tidak lebih dari 

30 hari) selama proses peradilan yang sedang berjalan. 

B. Saran 

Beberapa saran yang perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem 

pengawasan, khususnya terhadap jaksa dan dalam dunia peradilan pada umumnya, 

dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum secara timbal balik 

yang benar-benar efektif dan berkelenjutan demi terciptanya penegakan hukum 

dan penegakan hak-hak tersangka. Koordinasi bukan untuk meningkatkan 

penyatuan persepsi sebagaimana yang terjadi selama ini, tetapi dikembalikan 

kepada peran masing-masing dalam melaksanakan tugas pro-justita-nya, yaitu 

peran penyidik dan penuntut umum. 

2. Perlu adanya penyidikan dalam satu instansi atau lembaga saja agar dapat 

mengontrol tugas penyidikan tersebut sehingga dapat menjadikan penyidik yang 

mempunyai tugas penyidikan secara profesional. 

3. Perlunya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi di an tara Penyidik 

Kepolisian serta Penyidik Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana 

korupsi sehingga tidak terjadi benturan di antara kedua instansi tersebut. 

4. Di dalam internal Kejaksaan sendiri perlu pembagian tugas yang jelas antara 

seorang atau tim jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, dengan seorang 

atau tim jaksa sebagai Penuntut Umum Tindak Pidana Korupi, sehingga 
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menciptakan internal control karena ada pembagian tugas yang jelas antara 

seorang atau tim jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi dengan seorang 

atau tim jaksa sebagai Penuntut Umum Tidak Pidana Korupsi. Bila pembagian 

tugas itu tidakjelas maka dapat berakibat seorang atau timjaksa tersebut menjadi 

full power dan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta 

memungkinkan terjadinya kolusi/main mata dengan tersangka/terdakwa karena 

jaksaltimjaksa tersebut orangnya sama. 

5. Pada akhimya, hendaknya undang-undang yang mengatur wewenang Kejaksaan 

dan Kepolisian hams konsisten dengan KUHAP yang diperbaharui . 

.. 
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